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PUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU = 8232.AH.01.04,Tahun 2013 ~

TENTANG
PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBL (K 1N1>01~§L351A iy

Surat permohonan dari Notaris Benny Benyamin 'Haryanto, SH Nmpor [4/BBH/N-
YYS/XI/2013 tanggal 02 Desember 2013 perihol peunohondn ptngesahan ukla
peidirian yayasan yang (literima tanggal 03 Desember 20145 -

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penclitian terhadap Axte Penditfan Yayasan. yang, di
sampaikan kepada Kementerian Hukuni Dan Hak Asasi Manusia, pkta tersebut telah

memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peratumn pesundang-undangan, sehingga
mpdi dxsahkan,

Menyingat ;1. [nd:mg Undang Nomor 16 Tghun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara
:publik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 11?2, Tambshan Lembaran Negara
,;u{b};k Indonesia Nomor 4132) juncto U dang»Undung Republik Indonesia

\\)n*or 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2001 Ientang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

15 Ttmbahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia Nomor 4430),Undang-

Undang, Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 63 Tahun 2008 Tentang

Pelaksznaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik

Indonesia® Tahun 2008 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republlk

Indonesia Nomor 4394); *
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3. Peraturan Pemerintah Republik. IudonesmNomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan %
Atas Peraturan Pemerintab Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang- '
Undang Tentang Yayasun (Lembaran Negala Repablik Indonesin Tahun 2013 :",/'4
Nomor 2, Tambahan Y.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387); A

4. Perataran Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 T«‘ntang Kedudukan, 1’;

_ Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; . 35

S. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusja Republik Indonesia Nomor 25
\.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 7
flukum dan Hak Asasi Manusia Repubhk Indones1a g
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3 MEMUTUSK.AN
Menclaphan ' :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirjan ;.

YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR MENENGAH
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SUMATERA UTARA
NPWP : 31,686.176.4-124, 000~

Berkedudukan di Jalan Gatot Subrota nomor 177, Medan, Propinsi Sumatera Utara,

sesuai dengan Akta Nomor 10 tanggal 12 Nopember 2013 yang,. dibuat oleh Notaus

Benny Benyamin Haryanto, SH berkedudukan di Kabupaten 3e angerang et
KEDUA :  Keputusan i mx mulai berlaku seJak,tanggal dltetapkan S e
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thetapkaq deakarta e
- pada tanggal 19 Desember 2013 :

A, MUNTERT $1UKUM DAN HAK, A.&/}SI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA '
'DIREKTUR JENDE mwa 11§\IIoTRASI HUKUM UMUM
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